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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Pada hakikatnya keadilan merupakan landasan kehidupan bersama yang 

damai dan aman. Keadilan dalam hal ini merupakan keutamaan agar kehidupan 

bersama tetap harmonis. Tidak ada manusia yang ingin ditindas. Manusia dalam 

kehidupannya sehari-hari memiliki kebutuhan dan kepentingan tersendiri bahkan 

dapat bertentangan dengan yang lain. Kemungkinan akan konflik terbuka lebar. 

Karena itu secara alami setiap orang ingin agar terhindar dari segala ancaman yang 

menghilangkan nyawanya. Berbagai hal akan dilakukan untuk tetap bertahan hidup. 

Sejarah panjang kehidupan manusia tidak terlepas dari kenyataan bahwa manusia 

selalu ingin mempertahankan hidup. Perang dan konflik adalah bagian dari usaha 

untuk mempertahankan hidup dan sebagai usaha untuk tetap merasa aman. Para filsuf 

baik dari zaman Yunani klasik hingga pada modern berusaha memikirkan bagaimana 

kehidupan bersama yang adil. 

Banyak teori mengemukakan tentang bagaimana kehidupan bersama yang 

baik dan adil. Teori utilitarianisme melihat keadilan berdasarkan manfaat dari 

tindakan. Adil ketika tindakan tersebut  membawa manfaat sebesar-besar untuk 

banyak orang. Teori keadilan lain seperti intuisionisme menilai adil dan tidaknya 

sebuah tindakan diukur berdasarkan perasaan dari penerima. Suatu tindakan 

dikatakan adil ketika tindakan tersebut membawa kebahagian yang besar bagi banyak 

orang. Kedua teori keadilan ini sama-sama menekankan perasaan dari penerima, adil 

dinilai berdasarkan kebahagiaan dari banyak orang tanpa mempedulikan kelompok 

minoritas yang harus menderita karenanya. Teori keadilan ini secara hakiki belum 

menjawab tuntutan keadilan bagi semua. Karena itu John Rawls menggagaskan teori 

keadilan yang baru yang disebut keadilan distributif, Justice As Fairness.  Dalam 

teorinya tersebut Rawls mengemukakan dua prinsip dasar untuk menyediakan 

prosedur yang fair. Pertama, prinsip kebebasan. Setiap warga harus dijamin hak atas 



 

80 
 

kebebasannya. Setiap warga mesti memiliki sebanyak mungkin kebebasan dasar 

dalam pendistribusian barang yang sama.  Prinsip kedua yaitu ketidaksetaraan. 

Ketidaksetaraan dalam pendistribusian barang dan jasa serta kekuasaan sosial, politik, 

dan ekonomi. Prinsip perbedaan tersebut hanya bisa dibenarkan jika penerapanya 

membawa keuntungan yang sebesar-besarnya bagi orang kurang beruntung secara 

objektif. 

Sejalan dengan pandangan  keadilan sosial yang diutarakan oleh Rawls di 

atas, Indonesia menjadikan keadilan sosial sebagai tujuan fundamental dari 

pembentukan negara. Pancasila dan UUD 1495 menempatkan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia sebagai pedoman untuk mewujudkan kesejahteraan bersama 

sebagai satu bangsa. Karena itu UUD dan Pancasila selalu menempatkan 

kesejahteraan sosial sebagai tujuan Negara. Negara Indonesia tidak pernah 

membiarkan segalah kekeyaan yang ada di dalamnya dikuashi oleh sekelompok 

orang melainkan dikuasahi oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya demi 

kemakmuran bersama. 

Perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak pernah lepas 

dari keempat sila lain dalam Pancasila. Sila ketuhanan merupakan landasan moral 

keadilan sosial. Bertindak secara adil mesti didukung oleh moralitas yang otentik. 

Setiap warga Indonesia memiliki Tuhannya sendiri sesuai dengan keyakinan pribadi 

dan diharapkan mampu menjadi fondasi moralnya yang kokoh dalam mewujudkan 

keadilan. Sila kemanusiaan mengisyaratkan bahwa keadilan akan terealisasi secara 

penuh jika kebebasan serta nilai kemanusia dijunjung tinggi. Sebagaimana prinsip 

teori keadilan sosial modern yang menempatkan prinsip kebebasan sebagai prioritas 

utama, begitu pula sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat tetap menempatkan 

luhurnya nilai kebebasan dan kemanusian sebabagi prinsip utama untuk mewujudkan 

keadilan sosial. Sila persatuan mengindikasikan bahwa semangat persatuan dan 

gotong royong merupakan jiwa atau spirit dari seluruh warga dalam memperjuangkan  

kesejahteraan. Persatuan yang dijiwai oleh semangat gotong royong akan menerima 

prinsip perbedaan dari teori keadilan sosial sebagai sebuah kewajiban agar orang 
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miskin dan terpinggirkan mampu memperbaiki standar hidup mereka. Demokrasi dan 

permusyawaratan dan perwakilan dapat dijadikan sebagai jalan agar keadilan sosial 

itu terwujud hanya untuk kemakmuran seluruh warga indonesia. 

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam implikasinya selalu 

mengedepankan penghormatan terhadap kebebasan dasar seluruh warga dan demi 

pembebasan itu sendiri. Keadilan sosial adalah asas yang menjadi dasar pemikiran 

bahwa kemiskinan adalah persoalan kemausiaan yang menjadi tanggung jawab 

negara dan masyarakat dalam pengentasannya. Kemiskinan merupakan sebuah 

kondisi sosial yang tidak terjadi tanpa sebab. Banyak teori mengemukakan berbagi 

sebab dari kemiskinan seperti teori yang bertolak dari kepribadian si miskin, budaya, 

dan struktur sosial.  

Kemiskinan secara kasat mata, dalam tatanan global  kemiskinan tidak selalu 

sejalan dengan kondisi alam dari negara yang tergolong miskin. Negara-negara yang 

tergolong ke dalam negara miskin merupakan negara yang secara geografis 

merupakan negara yang memiliki kekayaan alam melimpah. Semisalnya, Indonesia 

adalah negara yang memiliki kekayaan alam melimpah seperti rempah-rempah dan 

kandungan tanah lainnya seperti emas, batu bara, mangan, dan minyak bumi tetapi 

masyarakatnya masih miskin. Hal ini membuktikan kemiskinan tidak hanya 

menyangkut pendapatan yang rendah tetapi kemiskinan merupakan kondisi 

ketidakadaan kapabilitas yang disebabkan oleh struktur sosial yang timpang. Struktur 

sosial yang timpang akan menciptakan kondisi sosial yang meminggirkan kelompok 

tertentu akibat kebijakan negara yang tidak pro rakyat. Kemiskinan merupakan 

konsekuensi dari struktur sosial yang tidak adil yang membuat kelompok tertentu 

menjadi miskin bahkan dimiskinkan. Kemiskinan jenis ini biasa disebut sebagai 

kemiskinan struktural. 

Bentuk kemiskinan struktural terlihat dalam model-model ketimpangan sosial, 

politik, dan ekonomi yang terjadi. Secara ekonomi telah terjadi ketimpangan dalam 

kepemilikan aset negara. 60% kekayan Indonesia dikuasai oleh 1% penduduk 



 

82 
 

Indonesia sementara 99% penduduk Indonesia memperebutkan 40% kekayaan alam 

yang tersisa. Orang-orang terkaya di Indonesia bahkan dengan leluasa menguasai 

segala bidang kehidupan bermasyarakat bahkan hampir ke seluruh pelosok tanah air. 

Para pemodal di Indonesia telah menguasai seluruh pasar, contohnya menghadirkan 

supermarket ke  tingkat daerah-daerah. Hal ini secara pasti akan mematikan usaha 

kelompok kecil dan menengah yang tidak mampu lagi bersaing. Contoh lain 

kehadiran perusahan-perusahan besar seperti pertambangan di daerah-daerah telah 

menciptakan kerusakan lingkungan dan terlebih khusus merebut lahan yang biasa 

dipakai warga setempat sebagai mata pencaharian sehari-hari. Hal tersebut tentu akan 

membuat kelompok kecil terus terkurung dalam keadaan serba kekurangan. 

  Dalam bidang politik terlihat dalam bentuk politik buru rente. Para penguasa 

yang disetir oleh para pemodal secara sengaja dan sadar mengabaikan aspirasi rakyat.  

Perselingkuhan antara penguasa dan kaum kapitalis telah melahirkan apa yang 

disebut sebagai politik oligarki. Hubungan keduanya digambarkan, kaum kapitalis 

membiayai ongkos politik penguasa sedangkan penguasa melayani kepentingan kaum 

kapitalis. Penguasa menggunakan wewenangnya untuk membuat peraturan yang 

menguntungkan kaum kapitalis. Sementara para penguasa memperoleh keuntungan 

dengan mencuri uang rakyat atau korupsi. Para penguasa secara masif dan sistematik 

menggunakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibat 

dari tindakan para penguasa yang berpihak kepada rakyat dan juga korupsi yang 

semakin masif hanya dirasakan langsung oleh orang miskin. Orang miskin akan terus 

hidup dalam keadaan serba kekurangan, tidak mendapatkan akses pendidikan dan 

kesehatan yang baik sementara para penguasa terus berjuang untuk kepentingan 

sendiri dan kelompok mereka sendiri.  

Terhadap struktur sosial yang tidak adil tersebut prisip-prinsip keadilan 

menjadikan dasar untuk menilai kebijakan negara. Indonesia sejak berdirinya telah 

menjadikan keadilan sosial sebagai tujuan pembentukan negara. Poin-poin penting 

yang terkandung dalam keadilan seturut nilai-nilai Pancasila seperti kebebasan, 

kesetaraan, dan gotong royong, jika diimplementasikan dalam kehidupan sosial 
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merupakan prinsip yang mewujudkan kesejahteraan bersama. Pertama, kebebasan. 

Kebebasan merupakan prinsip dasar yang harus ditegakan terlebih dahulu. Kebebasan 

yang diprioritaskan berhubungan dengan kebebasan dasar warga seperti kebebasan 

berpikir dan berkeyakinan dan kebebasan politik dan berserikat. Termasuk juga di 

dalamnya kebebasan untuk memiliki properti pribadi. Setiap pribadi bebas untuk 

mengaktualisasikan kapasitas dirinya termasuk kemampuan untuk menentukan nasib 

sendiri. Jaminan akan kebebasan dasar akan memampukan pribadi untuk 

menjustifikasi nilai-nilai moral. Kemampuan tersebut memposisikan kebebasan 

dalam kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan tetap pada rasa tanggung 

jawab untuk menghormati kebebasan dan ada kesadaran untuk saling bekerja sama 

memperjuangkan kesejahteraan bersama. 

Kedua, kesetaraan. Kesetaraan ditempatkan setelah kebebasan dasar 

ditegakan. Kesetaraan yang dimaksudkan tidak hanya berpatok pada kesetaraan 

formal yang menempatkan kesetaraan dalam arti ketersedian kesempatan yang 

terbuka secara bebas untuk semua. Tetapi kesetaraan dalam artian bahwa kelompok 

yang lemah diberdayakan agar mereka mampu mengorganisasikan diri mereka sendiri 

secara baik sehingga mereka memiliki posisi tawar dalam pasar. Kelompok kecil dan 

miskin diperdaya agar mereka mampu menjadi pelaku ekonomi yang bebas. 

Terwujudnya hal tersebut menandakan bahwa struktur sosial diatur sedemikian rupa 

agar kelompok kecil dimudahkan untuk mengakses bidang ekonomi. Negara dalam 

hal ini mesti berpijak pada pengandaian bahwa negara hadir untuk melayani 

kebutuhan dasar warga serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai 

pribadi yang bebas.  

Ketiga, prinsip gotong royong. Gotong royong adalah semangat dasar 

ekonomi kerakyatan Indonesia. Dalam ekonomi kerakyatan, rakyat yang lemah 

diperdaya agar mereka mampu menjadi pelaku ekonomi. Rakyat miskin diperdaya 

dan dimudahkan dalam kegaiatan ekonomi. Dalam hal ini peran koperasi menjadi 

penting terutama dalam semangat kerja sama untuk kemakmuran bersama. Koperasi 

menjadi fondasi ekonomi kerakyatan, sebab koperasi lebih mengutamakan 
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kemakmuran bersama seluruh anggota disamping mengenjar keuntungan yang besar. 

Ekonomi kerakyatan menjawabi pengaruh negatif ekonomi pasar bebas yang 

ekspolitatif. Ekonomi kerakyatan tetap mengakui peran negara terutama dalam 

menetapkan hukum agar ekonomi benar-benar dibangun untuk kebaikan bersama. 

Semisal melalui aturan pajak yang ketat agar kelompok yang lemah tidak 

dipinggirkan dalam kegiatan ekonomi tetapi diperdaya.  

 5.2 Usul Saran 

Kemiskinan merupakan persoalan kemanusiaan dan karena itu upaya 

pengentasannya merupakan tanggung jawab bersama. Penegakan keadilan sosial 

merupakan prinsip dasar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. penegakan keadilan 

sosial merupakan tanggung jawab anggota pemerintah bersama warga masyarakat. 

Masyarakat dan pemerintah bersolider bersama kaum miskin memperjuangkan 

keadilan sosial dan memajukan kesejahteraan bersama. Berikut adalah saran penulis 

bagi pemerintah dan masyarakat secara luas.   

Pertama, Masyarakat.Warga masyarakat mesti menyadari peran mereka 

sebagai warga negara yang demokratis. Dalam sistem politik demokrasi kedaulatan 

berada pada tangan rakyat. Karena itu peran warga masyarakat menjadi sangat 

penting agar arah kebijakan negara tetap mengarah kepada kesejahteraan bersama. 

Peran warga dalam demokrasi adalah kontrol sosial. kontrol sosial adalah ciri hakiki 

dari warga negara demokrasi. Fungsi  kontrol sosial tersebut terlihat dalam peran 

lembaga kemasyarakatan yang berperan melawan praktek penyelewengan dalam tata 

pemerintahan. Semisal KPK  (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang bertugas untuk 

melawan tindakan korupsi yang semakin masif saat ini. Peran kontrol sosial mesti 

berakar kuat dalam jiwa seluruh warga negara untuk melawan segala bentuk 

ketidakadilan sosial. 

Peran kontrol sosial sosial warga akan terlaksana dengan baik jika setiap 

warga masyarakat memiliki cita rasa keadilan terutama dalam semangat 

memperjuangkan kepentingan umum. Perjuangan untuk melawan kemiskinan 
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pertama-tama mesti berangkat dari kelompok masyarakat yang merasakan langsung 

dampak dari kemiskinan. Perjuangan melawan kemiskinan tidak akan terwujud  jika 

masyarakat miskin tidak terorganisasi dengan baik. Menunggu kemurahan hati 

penguasa hanya membuat rakyat miskin berada pada posisi ketergantungan. Setiap 

warga mesti ada inisiatif untuk keluar dan melawan ketidakadilan. Dalam sebuah 

pemerintah yang koruptif perjuangan melawan kemiskinan dan pengharapan akan 

perubahan sosial akan menjadi sebuah ilusi semata jika tanpa perjuangan yang 

terorganisasi dengan baik dari masyarakat sendiri. Peran kontrol sosial masyarakat 

harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh demi kesejahteraan bersama. Langka 

praksis dari masyarakat terlihat dalam tindakan mengkritisi kebijakan-kebijakan 

negara.  

Kedua, Pemerintah. Pemerintah atau penguasa adalah orang-orang khusus 

yang dipercayai oleh masyarakat umum untuk melaksanakan mandat yang diberikan 

warga masyarakat yakni mengelola negara demi kesejahteraan seluruh warga. Tugas 

pemerintah adalah menyusun strategi yang baik dalam mengelola negara seperti 

perpolitikan, ekonomi, dan sosial budaya. Tugas tersebut pada akhirnya menjamin 

kesejahteraan seluruh warga.  

Pemerintah pertama-pertama dalam usaha untuk memajukan kemakmuran 

rakyat mesti menyusun kurikulum-kurikulum pembangunan nasional yang  

humanistis yakni pembangunan yang pro-poor dan pro-life. Hal tersebut mesti 

diterapkan dalam semua elemen kehidupan sosial seperti ekonomi, politik, dan sosial 

budaya. Dalam bidang ekonomi, pemerintah mesti menyusun pembangunan ekonomi 

yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi atau mengejar peningkatan daya 

tukar dengan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pasar, tetapi menyediakan 

kesempatan yang fair bagi semua terutama kelompok miskin harus diperdaya agar 

mereka juga bisa menjadi pelaku ekonomi. Dalam bidang politik, pemerintah sebagai 

pelaku politik harus menjadi orang terdepan melawan ketidakadilan politik. 

Kebijakan ditetapkan mesti merangkum semua dan untuk kepentingan bersama, 

bukan untuk kepentingan sendiri atau kelompok tertentu. Dalam sosial budaya, 
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pemerintah mesti menjadi pelayan dan penjamin kebutuhan masyarakat. Pendidikan 

dan kesehatan harus diperhatikan secara serius dan dijamin bahwa anak-anak bangsa 

memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang baik. Pemerintah dalam hal ini 

perlu untuk terbuka dalam mengelolah anggaran negara. Transparansi menjadi 

penting agar terhindar dari tindakan mementingkan diri sendiri atau kelompok 

tertentu. 
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